
 
 
 

 
 

        PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA 
NOMOR  : 3 TAHUN 2009 

 
TENTANG  

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG 
MONGONDOW UTARA NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN 

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG 

MONGONDOW UTARA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, 
 
Menimbang :  a.  bahwa untuk menciptakan suatu kelembagaan yang 

berdaya guna dan berhasil guna dalam mewujudkan 
otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab 
berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengadakan 
penyesuaian status kelembagaan; 

  b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian status 
kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu 
diadakan pengembangan perubahan status dan fungsi unit 
kerja dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang 
Mongondow Utara; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf  a dan b, perlu membentuk  Peraturan Daerah 
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Perubahan 
Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang 
Mongondow Utara Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Susunan 
Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan 
Pembangunan Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 
Bolaang Mongondow Utara. 

    
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 

tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389); 
 



4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Repiblik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di 
Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4686); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4741);  

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 
tentang Jenis Produk Hukum Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 
tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 
tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan 
Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah 
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang 
Mongondow Utara Nomor 2); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan 
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 
Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 
Utara Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 5); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 
Nomor 37 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 
Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 37, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang 
Mongondow Utara Nomor 37); 

14. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 37 
Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 
Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang 
Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 37). 

 



Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA 
dan 

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA 
 

MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 
UTARA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA 
NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI 
DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH 
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA. 

 
 

Pasal I 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 
5 Tahun 2008  tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga 
Teknis Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang 
telah diundangkan  Tanggal 12 Mei 2008 diubah sebagai berikut: 
 
A. Judul Peraturan Daerah diubah dan dibaca sebagai berikut: 

“ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN 

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS 

DAERAH DAN LEMBAGA LAIN KABUPATEN BOLAANG 
MONGONDOW UTARA”. 
 

B. Pasal 2 diubah dan dibaca sebagai berikut : 
Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk susunan organisasi 
perangkat daerah sebagai berikut : 
1. Inspektorat; 
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 
3. Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari : 

a. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan 
Pelatihan; 

b. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Keluarga 
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; 

c. Badan Ketahanan Pangan Daerah; 
d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 
e. Badan Narkotika Daerah; 
f. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan 

Kehutanan; 
g. Kantor Lingkungan Hidup; 
h. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah; 
i. Kantor Politik dan Kesatuan Bangsa; 
j. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja; 
k. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu; 
l. Kantor Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Daerah. 

 
C. Ketentuan BAB VI ditambah 1 (satu) pasal, yakni pasal 15 

sehingga BAB VI dibaca sebagai berikut : 
a. Pasal 15 diubah dan dibaca sebagai berikut : 

Pemangku jabatan struktural yang ada pada saat 
diundangkannya peraturan daerah ini tetap menjalankan 



tugas sampai dilakukannya pelantikan pejabat baru 
berdasarkan peraturan daerah ini. 

b. Pasal 16 diubah dan dibaca sebagai berikut : 
Pada masing-masing badan dan kantor dapat ditempatkan 
pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dan sesuai kebutuhan. 

c. Pasal 17 diubah dan dibaca sebagai berikut : 
Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, 
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih 
lanjut dalam Peraturan Bupati. 

d. Pasal 18 diubah dan dibaca sebagai berikut : 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Bolaang Mongondow Utara. 

 
D. Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 lama menjadi Pasal 16, 

Pasal 17 dan Pasal 18 baru. 

 
Pasal II 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. 

 
 
Disahkan di :  Boroko 
Pada tanggal :  17 September 2009 

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, 

 
ttd 

 
HAMDAN DATUNSOLANG 

 
 

 
Diundangkan di : Boroko 
Pada tanggal : 17 September 2009 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA 

 
ttd 

 
Drs. REKY POSUMAH 

PEMBINA UTAMA MUDA 
                      NIP . 19640615 198903 1 020 

 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
TAHUN 2009   NOMOR : 3 



PENJELASAN  
ATAS 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA 

NOMOR : 3 TAHUN 2009 
 

TENTANG 

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 5 TAHUN 2008 

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LEMBAGA TEKNIS  DAERAH 

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA 
 
 

I. PENJELASAN UMUM 
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, 

nyata dan bertanggung jawab perlu dilaksanakan secara berdaya guna dan 
berhasil guna dengan memperhatikan prinsip – prinsip demokrasi, peran serta 
masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan 
keanekaragaman daerah, sehingga perlu adanya pengembangan 
kelembagaan sesuai  dengan kebutuhan daerah guna meningkatkan 
pelayanan terhadap pemerintah dan masyarakat. 

Sebagai konsekuensi logis dari pada pengelolaan urusan dan 
kewenangan yang semakin meningkat sehingga perlu dibentuk unit kerja 
khusus dalam bentuk badan dan kantor yang diharapkan dapat mewujudkan 
kinerja sesuai dengan harapan pemerintah yang berdaya guna dan berhasil 
guna. 

 
 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal I Huruf A : 
 Dengan dibentuknya Badan Kepegawaian Daerah dan 

Pendidikan dan Latihan, Badan Ketahanan Pangan Daerah, 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah , Badan Narkotika 
Daerah, Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan 
dan Kehutanan dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, 
Kantor Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Daerah, maka 
Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 
Nomor 5 Tahun 2008  khususnya  Pasal 2 dilakukan 
perubahan dan penyesuaian. 

 
Pasal II : Cukup Jelas 
 
 
 
 
 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR : 40 

 
 



STRUKTUR ORGANISASI  
INSPEKTORAT  DAERAH  

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA 
 

TTD 
 

HAMDAN DATUNSOLANG 

INSPEKTUR PEMBANTU 
PENGAWASAN PEMERINTAHAN & 

APARATUR 

SUB BAGIAN 
UMUM DAN KEPEGAWAIAN 

INSPEKTUR 

SEKRETARIS 
 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

SEKSI 
PENGAWASAN 

APARATUR  

SEKSI 
PENGAWASAN DAN 

PEMERINTAHAN  

INSPEKTUR PEMBANTU 
PENGAWASAN PEREKONOMIAN, 

PEMBANGUNAN & KESOS 

SEKSI 
PENGAWASAN 

KESEJAHTERAAN 
SOSIAL  

SEKSI 
PENGAWASAN 
EKONOMI DAN 

PEMBANGUNAN  

INSPEKTUR PEMBANTU 
PENGAWASAN KEUANGAN  & 
KEKAYAAN  USAHA DAERAH 

SEKSI 
PENGAWASAN 

KEKAYAAN USAHA  

SEKSI 
PENGAWASAN 

KEUANGAN DAERAH  

SUB BAGIAN 
PROGRAM, LAPORAN & KEUANGAN 



STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH   
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA 

 
TTD 

 

HAMDAN DATUNSOLANG 
 

BIDANG 
PERENCANAAN MACRO 

BIDANG 
PERENCANAAN WILAYAH 

BIDANG 
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

SUB BAGIAN 
UMUM & KEPEGAWAIAN 

SUB BAGIAN 
PROGLAP & KEUANGAN 

KEPEGAWAIAN 

KEPALA BADAN  

SEKRETARIS 

 
KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL  

SUB BIDANG 
PERENCANAAN MAKRO  

SUB BIDANG 
KIMPRASWIL BIDANG FISIK DAN 

PRASARANA 

SUB BIDANG 
PENELITIAN 

SUB BIDANG 
SOSIAL BUDAYA  

SUB BIDANG 
TATA RUANG, TATA GUNA DAN 

LINGKUNGAN HIDUP  

SUB BIDANG 
PERENCANAAN DAN EVALUASI  



STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA 
 

TTD 
 

HAMDAN DATUNSOLANG 

KEPALA BADAN  

SEKRETARIS 
 

SUB BAGIAN  
UMUM DAN KEPEGAWAIAN  

SUB BAGIAN  
PROGLAP DAN KEUANGAN 

BIDANG PERENCANAAN DAN 
DISIPLIN  

BIDANG MUTASI  BIDANG PENDIDIKAN DAN 
PELATIHAN  

 

 

  

   

SUB BIDANG  PERENCANAAN DAN 
FORMASI  

 

SUB BIDANG  KEPANGKATAN 
PEMINDAHAN, PEMBERHENTIAN 

DAN PENSIUN 

 

SUB BIDANG DIKLAT, STRUKTURAL, 
FUDSIONAL DAN TEKNIS 

 

SUB BIDANG  BANGKIR BINA 
HUKUM KEPEGAWAIAN  

 

SUB BIDANG  KESEJAHTERAAN 
PEGAWAI  

 

SUB BIDANG  TUGAS BELAJAR, IZIN 
BELAJAR DAN UJIAN BALAJAR 

 



STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
KELUARGA DAN BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA 

 
TTD 

 
HAMDAN DATUNSOLANG 

BIDANG 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

DESA  

BIDANG 
KELUARGA BERENCANA  

BIDANG 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  

SUB BAGIAN 
PROGLAP & KEUANGAN 

SUB BAGIAN 
UMUM  & KEPEGAWAIAN 

KEPALA BADAN  

SEKRETARIS 

 
KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL  

SUB BIDANG 
BINA KELEMBAGAAN DAN SOSBUD 

SUB BIDANG 
PLKB & KESEHATAN REPRODUKSI 

SUB BIDANG 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

SUB BIDANG 
BINA PENGEMB. EK. DESA/KEL & 

PEMANF TTG 

SUB BIDANG 
PENGEMB. DAN PEMBERDAYAAN 

KELUARGA 

SUB BIDANG 
KESEJAHTERAAN PEREMPUAN 

UPTD 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA 
 

TTD 
 

HAMDAN DATUNSOLANG 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
BADAN KETAHANAN PANGAN 

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA 

SUB BIDANG 
DISTRIBUSI PANGAN 

SUB BIDANG 
AKSES DAN HARGA 

PANGAN 

SUB BIDANG 
SUMBER DAYA PANGAN 

SUBBAGIAN 
PERENCANAAN  
DAN KEUANGAN 

 

KEPALA  
 

 

SEKRETARIAT 

SUBBAGIAN 
HUKUM DAN  

KEPEGAWAIAN 

SUBBAGIAN 
UMUM  

 

BIDANG 
KETERSEDIAAN PANGAN 

BIDANG 
DISTRIBUSI DAN HARGA 

PENGAN 
 

 

BIDANG 
KONSUMSI PANGAN 

 

BIDANG 
KEAMANAN DAN 

KERAWANAN PANGAN 
 

SUB BIDANG 
TEKNOLOGI PANGAN 

SUB BIDANG 
PENGANEKARAGAMAN 

KONSUMSI PANGAN 

SUB BIDANG 
MUTU DAN 

KEAMANAN PANGAN 

SUB BIDANG 
KEWASPADAAN 

KERAWANAN PANGAN 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 
    
    
    

SUB BIDANG 
PENGEMBANGAN 

CADANGAN PANGAN 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA 

 
TTD 

 
HAMDAN DATUNSOLANG 

SUBBIDANG 
TANGAP DARURAT 

SUB BIDANG 
PENANGANAN 
PENGUNGSI 

 

SUBBIDANG 
PRA BENCANA 

SUBBAGIAN 
PERENCANAAN  
DAN KEUANGAN 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA 

SUBBAGIAN 
HUKUM DAN  

KEPEGAWAIAN 

SUBBAGIAN 
UMUM  

 

BIDANG 
PENCEGAHAN DAN 

KESIAPSIAGAAN 

 

 

BIDANG 
PENANGANAN DARURAT 

 

 

BIDANG 
REHABILITASI DAN 

REKONSTRUKSI 
 

SUBBIDANG 
REHABILITASI DAN 

LOGISTIK 

SUBBIDANG 
REKONSTRUKSI 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 
    
    

SUBBIDANG 
PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 

KEPALA 
PELAKSANA 

BPBD 

KEPALA  BADAN 
(ex-officio) SEKDA 

UNSUR PENGARAH 

�INSTANSI 
�PROFESIONAL / AHLI  

SEKRETARIAT 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA 

 
TTD 

 
HAMDAN DATUNSOLANG 

SEKSI 
PENEGAKAN HUKUM 

SUBBAGIAN 
PERENCANAAN DAN 

KEUANGAN 

SUBBAGIAN 
UMUM DAN SDM 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA DAERAH 

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA 

 

SEKRETARIAT 

SATUAN TUGAS 

KEPALA  
PELAKSANA HARIAN 

(LAKHAR) 
 

SEKSI 
PENCEGAHAN 

SEKSI 
TERAPI DAN 

REHABILITASI 

SEKSI 
DATA DAN INFORMASI 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA 
 

TTD 
 

HAMDAN DATUNSOLANG 
 
 
 
 

 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, 

PERIKANAN DAN KEHUTANAN 
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  

 

 

KEPALA PELAKSANA 
 

BIDANG 
PENYELENGGARAAN 

PENYULUHAN 
 

BIDANG 
KERJASAMA 

PENYULUHAN 
 

BIDANG  
KELEMBAGAAN 
PENYULUHAN 

 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 
    
    
    

 

BIDANG 
KETENAGAAN PENYULUHAN 

 

SEKRETARIS 
 



 
 

STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA 

 
TTD 

 

HAMDAN DATUNSOLANG 
 

SEKSI 
 

ANALISIS PENCEMARAN DAMPAK 
LINGKUNGAN 

KEPALA KANTOR 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL SUB BAGIAN 

TATA USAHA 

STAF 

SEKSI 
PENGAWASAN, PENGENDALIAN & 

PEMULIHAN 



 
 

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PERPUSTAKAAN 
 DAN ARSIP DAERAH   

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA 
 

TTD 
 

HAMDAN DATUNSOLANG 
 

SEKSI  
PELAYANAN REVERENSI ARSIP 

DAN DOKUMENTASI DAERAH   

SEKSI  
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN   

KEPALA KANTOR  

SUB BAGIAN  
TATA USAHA 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL  

SEKSI  
AKUISISI PENGELOLAAN DAN 

DEVOSIT  

STAF  



 
STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
               
     
       
 
 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA 

 
TTD 

 
       HANDAN DATUNSOLANG 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

SEKSI 
KESATUAN DAN WAWASAN 

KEBANGSAWAN 

SEKSI 
 PENANGANAN KONFLIK 

SUB BAGIAN  
TATA USAHA 

KEPALA KANTOR 

SEKSI 
HUBUNGAN LEMBAGA PERWAKILAN, 

ORAGANISASI POLITIK DAN 
KEMASYARAKATAN 

STAF 



                     
STRUKTUR ORGANISASI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
             
 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA 

 
TTD 

 
HAMDAN DATUNSOLANG 

    

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

SEKSI 
O P S 

SEKSI 
 PEMBINAAN LINMAS 

SUB BAGIAN  
TATA USAHA 

KEPALA KANTOR 

SEKSI 
BINANGSIT 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA 
 

TTD 
 

HAMDAN DATUNSOLANG 
 
 

 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (KP2T) 

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
 

 

KEPALA  
 

 

SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

 

SEKSI  
PEREKONOMIAN 

SEKSI  
KESEJAHTERAAN 

RAKYAT 
 

 

TIM 
TEKNIS 

 

SEKSI 
PEMBANGUNAN 

 

SEKSI 
PEMERINTAHAN DAN 

LAIN-LAIN 
 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 
    
    
    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA 
 

TTD 
 

HAMDAN DATUNSOLANG 
 
 
 
 

 

 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI 

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
 

 

SEKRETARIS 
 

 

SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

SUBBAGIAN 
KESEJAHTERAAN 

SOSIAL 
 

SUBBAGIAN 
ORGANISASI DAN 

PENGEMBANGAN SDM 
 

 

SUBBAGIAN 
HUKUM 

 


